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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA 

NOMOR 1076 TAHUN 2025 

TENTANG  

PEDOMAN PERSIAPAN AUDIT INTERNAL PADA 
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan keterpaduan  

pelaksanaan audit internal di lingkungan Universitas 
Islam Negeri Salatiga serta untuk memastikan setiap 

proses pengawasan berjalan sesuai prinsip 
transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang baik, 
dipandang perlu menyusun Pedoman Persiapan Audit 

Internal; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Rektor tentang Pedoman Persiapan Audit 
Internal pada Universitas Islam Negeri Salatiga. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4286); 

  2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4301); 

  3.  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
standar Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421); 
  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 



- 2 - 
 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 
  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah di ubah 

dengan eraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 
  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6850); 
  10.  Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama; 

  11.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun 
Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1618); 

  12.  Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Satuan Pengawas Internal Pada Perguruan 
Tinggi Keagaman Negeri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);   

  13.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) jo. Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang 
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300); 
  14.  Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 

tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi 
Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1328); 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA 

NOMOR 1076 TAHUN 2025 
TENTANG  

PEDOMAN PERSIAPAN AUDIT INTERNAL  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Salatiga 

memiliki peran strategis dalam menjaga tata kelola Universitas yang 

kredibel, akuntabel, dan transparan sesuai prinsip good governance. 

Fungsi pengawasan internal tidak hanya sebatas pelaksanaan audit, 

tetapi juga memastikan seluruh proses audit berjalan efektif, efisien, dan 

memberi nilai tambah bagi manajemen Universitas. Salah satu tahap 

krusial dalam siklus audit adalah tahap persiapan. Tahap ini berfungsi 

sebagai fondasi yang menentukan kelancaran proses audit, mulai dari 

pengumpulan informasi awal, penyusunan Program Kerja Audit, 

penyusunan Kertas Kerja Audit, hingga pengecekan kelengkapan 

dokumen audit. Namun, dalam praktik di SPI UIN Salatiga masih 

ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian dokumen, 

perbedaan pemahaman antar unit kerja, dan munculnya temuan 

berulang pada audit internal. Hal tersebut mengindikasikan belum 

adanya pedoman baku yang dapat digunakan sebagai acuan persiapan 

audit. 

Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Persiapan Audit Internal 

menjadi sangat penting untuk menjadi instrumen praktis yang dapat 

digunakan auditor dan auditi untuk memastikan seluruh tahapan 

persiapan audit berjalan sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pedoman ini juga sejalan 

dengan upaya reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan serta kegiatan di UIN Salatiga. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah Umum; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah di ubah 

dengan eraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran; 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Agama; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 

2013 tentang Bagan Akun Standar; 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan 

Pengawas Internal Pada Perguruan Tinggi Keagaman Negeri; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Badan Layanan Umum; 

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat 

Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan 

Layanan Umum; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan 

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri; 

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta 

Universitas Islam Negeri Salatiga; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

19. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor B-

019/Un.29/P.10/WS.03/01/2025 tentang Pedoman Standar Biaya 

Honorarium Juri, Wasit, Panitia dan Uang 

Pembinaan/Penghargaan Kejuaraan di Lingkungan Universitas 

Islam Negeri Salatiga. 

 

C. Tujuan 

1. Menjadi acuan standar dalam pelaksanaan persiapan audit 

internal di lingkungan UIN Salatiga. 

2. Menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan audit 

internal. 
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3. Meminimalisasi terjadinya temuan berulang akibat 

ketidaksesuaian dokumen atau persiapan yang kurang matang. 

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan 

internal sesuai prinsip good governance. 

5. Memberikan panduan praktis bagi auditor dan auditi dalam 

menyiapkan dokumen audit, baik belanja pegawai, belanja barang 

operasional, paket meeting, perjalanan dinas, maupun kegiatan 

kemahasiswaan. 

 

D. Sasaran dan Ruang Lingkup 

       Sasaran dari pedoman ini adalah auditor internal pada Satuan 

Pengawasan Internal dan seluruh unit kerja/fakultas di lingkungan UIN 

Salatiga yang menjadi objek audit internal. Ruang lingkup pedoman ini 

mengcakup : 

1. Tahap persiapan audit internal, meliputi penentuan objek audit 

dan identifikasi masalah, penyusunan Program Kerja Audit (PKA), 

penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) penerbitan surat tugas 

audit, serta komunikasi awal antara auditor dan auditi. 

2. Checklist dokumen audit internal, meliputi dokumen-dokumen 

yang wajib dipersiapkan auditi, antara lain: 

a. Checklist Dokumen Belanja Pegawai 

b. Checklist Dokumen Belanja Barang Operasional 

c. Checklist Dokumen Belanja Barang Non-Operasional (Paket 

Meeting) 

d. Checklist Dokumen Perjalanan Dinas (Dalam Negeri dan Luar 

Negeri) 

e. Checklist Dokumen Kegiatan Kemahasiswaan 

3. Mekanisme publikasi dan aksesibilitas pedoman, melalui website 

resmi SPI UIN Salatiga agar dapat diakses seluruh unit kerja. 

4. Monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman untuk 

memastikan penerapan yang konsisten serta perbaikan 

berkelanjutan. 
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BAB II 

TAHAP PERSIAPAN AUDIT INTERNAL 

 

A. Penentuan Objek Audit dan Identifikasi Masalah 

Tahap persiapan audit (pre-audit) merupakan fase awal yang 

sangat penting sebelum pelaksanaan audit internal. Persiapan ini 

menjadi landasan keberhasilan audit karena menentukan kelancaran 

proses pengumpulan data, ketepatan analisis, serta kualitas 

rekomendasi yang akan diberikan. Pada tahap ini auditor melakukan 

perencanaan awal, menyiapkan instrumen audit, dan memastikan 

seluruh pihak terkait memahami lingkup audit yang akan dilakukan. 

Persiapan yang matang memungkinkan auditor bekerja lebih efektif, 

efisien, serta obyektif, dan pada saat yang sama memberi ruang bagi 

auditi untuk menyiapkan dokumen dan informasi dengan baik. Dengan 

demikian, pre-audit tidak hanya berfungsi sebagai langkah 

administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk mengurangi hambatan 

teknis di lapangan.   

Selain itu, pemahaman terhadap objek audit menjadi kunci 

utama agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran audit. Auditor perlu mengenali karakteristik kegiatan, 

struktur organisasi, serta mekanisme pengelolaan sumber daya yang 

berlaku di unit kerja yang akan diaudit. Melalui pemahaman tersebut, 

auditor dapat mengidentifikasi area-area risiko yang berpotensi 

menimbulkan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan 

kegiatan. Tahap ini juga mencakup kegiatan identifikasi masalah awal 

(preliminary assessment), yang dilakukan melalui telaah dokumen, 

wawancara singkat, maupun observasi pendahuluan. Hasil dari 

identifikasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Program Kerja 

Audit (PKA) dan Kertas Kerja Audit (KKA), sehingga seluruh kegiatan 

audit dapat difokuskan pada area yang benar-benar membutuhkan 

perhatian. 

Selain aspek teknis, tahap persiapan audit juga menekankan 

pentingnya komunikasi antara auditor dan auditi. Hubungan kerja 

yang baik dan terbuka akan membantu kelancaran proses audit 

sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya 

pengendalian internal. Dengan demikian, pre-audit menjadi bagian 

integral dari upaya mewujudkan tata kelola universitas yang 

transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas 

manajemen, sejalan dengan prinsip Good University Governance. 

 

B. Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) 

Program Kerja Audit (PKA) adalah dokumen perencanaan yang berisi 

uraian umum mengenai tujuan, lingkup audit dan prosedur yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan audit. PKA berfungsi sebagai 

pedoman kerja bagi auditor dalam melaksanakan audit secara terarah 

dan sistematis. Dengan adanya PKA, auditor dapat memastikan bahwa 

proses audit dilakukan sesuai standar, memiliki tujuan yang jelas, serta 

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. 
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Form Progam Kerja Audit (PKA) 

 

Gambar 2. 1 Form Program Kerja Audit (PKA) 

     Program Kerja Audit memuat komponen penting berupa identitas 

audit, otorisasi auditor, tujuan awal (TAO), tujuan audit dan langkah-

langkah kerja yang detail. Dengan adanya Program Kerja Audit, auditor 

memiliki peta jalan yang sistematis dalam melaksanakan audit, 

sementara auditi mendapatkan kepastian ruang lingkup yang akan 

diperiksa. Struktur ini membantu menjaga efektivitas, efisiensi dan 

akuntabilitas proses audit internal di UIN Salatiga. 

 

C. Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) 

      Kertas Kerja Audit merupakan catatan rinci yang berisi prosedur 

audit yang ditempuh, bukti audit yang diperoleh, analisis yang 

dilakukan, serta kesimpulan auditor pada setiap tahapan. Kertas Kerja 

Audit menjadi bukti objektif bahwa audit telah dilaksanakan sesuai 
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prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kertas Kerja Audit juga 

berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang memudahkan auditor lain 

atau pihak pimpinan dalam menelusuri kembali langkah-langkah 

audit yang telah dilakukan. Dengan adanya Kertas Kerja Audit, 

kualitas dan akurasi hasil audit dapat terjaga serta meminimalisasi 

potensi temuan yang tidak valid.  

 

Form Kertas Kerja Audit 

 

Gambar 2. 2 Form Kertas Kerja Audit 

Alur Kertas Kerja Audit dimulai dari menemukan kondisi, 

membandingkan dengan kriteria, menganalisis penyebab dan akibat, 

memberi rekomendasi, lalu disepakati bersama dalam bentuk rencana 

perbaikan, pencegahan dan persetujuan formal. 

 

D. Penerbitan Surat Tugas melaksanakan Audit Internal 

      Surat tugas merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pimpinan untuk memberikan legalitas kewenangan kepada tim 

auditor dalam melaksanakan audit internal. Surat tugas biasanya 

memuat dasar hukum, tujuan audit, ruang lingkup, nama auditor 
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yang ditunjuk, serta waktu pelaksanaan audit. Keberadaan surat 

tugas sangat penting, karena menjadi legitimasi auditor dalam 

melakukan pemeriksaan, meminta data, serta berkoordinasi dengan 

unit kerja terkait. Tanpa surat tugas yang jelas, pelaksanaan audit 

berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun resistensi 

dari audit. 

      Keberadaan surat tugas menjadi elemen penting dalam menjamin 

kredibilitas proses audit. Tanpa dokumen ini, kegiatan audit 

berpotensi menghadapi kendala administratif, seperti keterbatasan 

akses data. Karena itu, penerbitan surat tugas harus dilakukan 

sebelum audit dimulai, agar pelaksanaan audit memiliki landasan 

hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

E. Koordinasi Awal Audit 

      Koordinasi awal merupakan tahap komunikasi antara auditor 

dengan unit kerja yang akan diaudit (auditi). Kegiatan ini bertujuan 

menyamakan persepsi terkait ruang lingkup audit, jadwal 

pelaksanaan, serta daftar dokumen yang harus disiapkan auditi. 

Melalui koordinasi ini, auditor dapat menjelaskan maksud, tujuan, 

serta metode audit yang akan digunakan, termasuk penggunaan 

instrumen seperti Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit. Pada 

saat yang sama, auditi diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

kondisi awal, kendala yang dihadapi, dan klarifikasi terhadap 

dokumen atau kegiatan yang akan diperiksa. 

      Kegiatan koordinasi awal dapat dilakukan melalui rapat 

pembukaan audit (entry meeting), surat pemberitahuan resmi, atau 

komunikasi tertulis lainnya. Pelaksanaan koordinasi yang baik akan 

membantu membangun hubungan kerja yang harmonis antara 

auditor dan auditi, menumbuhkan rasa saling percaya, serta 

memastikan proses audit berjalan dengan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan profesionalisme. Dengan menerapkan koordinasi 

yang baik, pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien 

(efektif dalam arti audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan, 

efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar 

sehingga sumber daya audit benar-benar digunakan untuk mencapai 

tujuan audit), dalam hal-hal berikut : 

1. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian 

audit; 

2. Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit; 

3. Meningkatkan mutu audit; 

4. Memperbaiki citra auditor internal. 
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BAB III 

CHECKLIST DOKUMEN PERSIAPAN AUDIT INTERNAL 

 

A. Checklist Dokumen Belanja Pegawai 

      Checklist ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh 

dokumen terkait dengan pengelolaan belanja pegawai telah tersedia 

dan sesuai ketentuan. Dokumen yang diperiksa meliputi Kesesuaian 

dengan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK), Surat Keputusan, 

Amprahan yang berisi Gaji, Uang Makan dan Tukin, Rekapitulasi 

Finger Print, SPTJM dan Pajak. Checklist ini membantu auditor dalam 

menilai kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian dan ketetapan 

perhitungan belanja pegawai. 

Form Ceklis Dokumen Belanja Pegawai 

 

Gambar 3. 1 Form Ceklis Dokumen Belanja Pegawai 
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B. Checklist Dokumen Belanja Barang Operasional  

Checklist ini digunakan untuk memastikan kelengkapan 

dokumen dalam proses pengadaan barang yang bersifat operasional, 

seperti alat tulis kantor, peralatan kerja dan kebutuhan rutin unit 

kerja. Melalui checklist ini auditor dapat melakukan verifikasi 

kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan realisasi di lapangan, 

termasuk kwitansi/nota pembelian, pajak ketika pembelian diatas 

Rp2.000.000 dan bukti pembelian. Checklist ini juga membantu 

menilai efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap 

prosedur pengadaan. 

 

Form Ceklis Dokumen Belanja Barang Operasional 

 

Gambar 3. 2 Form Ceklis Dokumen Belanja Barang Operasional 
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C. Checklist Dokumen Belanja Barang Non Operasional (Paket Meeting) 

Checklist ini difokuskan pada kegiatan yang menggunakan 

anggaran non operasional, khususnya kegiatan rapat, seminar, 

workshop, bimbingan teknis dan pertemuan resmi lainnya. Checklist 

ini memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai 

perencanaan, memiliki output yang jelas, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan. 

 

Form Ceklis Dokumen Belanja Barang Non Operasional (Paket Meeting) 

 

 

Gambar 3. 3 Form Ceklis Dokumen Belanja Barang Non Operasional (Paket Meeting) 
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D. Checklist Dokumen Belanja Perjalanan Dinas 

Checklist ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen 

perjalanan dinas, baik dalam maupun luar kota. Dokumen yang 

diverifikasi meliputi surat tugas, surat perjalanan dinas (SPD), tiket, 

boarding pass, laporan hasil perjalanan dinas dan dokumen lainnya. 

Checklist ini membantu memastikan kesesuaian perjalanan dinas 

dengan tujuan kegiatan dan mencegah terjadinya duplikasi atau 

ketidaksesuaian biaya perjalanan. 

 

Form Ceklis Dokumen Perjalanan Dinas 

 

 

Gambar 3. 4 Form Ceklis Dokumen Perjalanan Dinas 
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E. Checklist Dokumen Kegaiatan Kemahasiswaan 

Checklist ini digunakan untuk menilai kelengkapan administrasi 

kegiatan kemahasiswaan yang dibiayai oleh universitas atau fakultas. 

Dokumen yang perlu dilampirkan antara lain proposal kegiatan, surat 

izin pelaksanaan, daftar peserta, laporan kegiatan, bukti 

pertanggungjawaban keuangan dan dokumen lainnya. Checklist ini 

berfungsi sebagai alat kontrol agar kegiatan kemahasiswaan 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan. 

 

Form Ceklist Dokumen Kegiatan Kemahasiswaan 

 

 

Gambar 3. 5 Form Ceklist Dokumen Kegiatan Kemahasiswaan 

Checklist dokumen persiapan audit internal disusun sebagai 

panduan bagi auditor maupun auditi untuk memastikan kelengkapan dan 

kesesuaian dokumen sebelum pelaksanaan audit dimulai. Checklist ini 

berfungsi untuk meminimalkan kesalahan administrasi, menghindari 

keterlambatan proses audit, serta memastikan proses pemeriksaan 

berjalan lebih efektif dan efisien. Masing-masing checklist disesuaikan 

dengan jenis belanja atau kegiatan yang diaudit di lingkungan Universitas 

Islam Negeri Salatiga.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pedoman Persiapan Audit Internal (Pre-Audit Checklist) ini disusun 

sebagai panduan bagi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Islam 

Negeri Salatiga dalam melaksanakan tahapan persiapan audit secara 

sistematis, efektif, dan terukur. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan 

bagi auditor dan auditi agar proses audit internal dapat berjalan dengan 

lebih terarah, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik (Good 

University Governance). Melalui pedoman ini, diharapkan setiap unit kerja 

dapat memahami pentingnya tahapan persiapan audit, mulai dari 

penyusunan Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), hingga 

pemenuhan dokumen pendukung sesuai checklist yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, potensi kesalahan administratif, keterlambatan 

pelaksanaan, serta temuan berulang dalam audit dapat diminimalisasi. 

       Pedoman ini juga menjadi wujud komitmen SPI UIN Salatiga dalam 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme 

pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Universitas. Apabila di 

kemudian hari terdapat perkembangan kebijakan, perubahan regulasi, 

atau kebutuhan penyesuaian teknis, pedoman ini dapat diperbarui sesuai 

dengan dinamika dan tuntutan pelaksanaan audit internal yang lebih 

baik. Akhirnya, penyusunan pedoman ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan, memperkuat 

sistem akuntabilitas lembaga, serta berkontribusi pada terwujudnya 

universitas yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing global. 
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